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PENETAPAN
Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang,
hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang
diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Marijo, 14 Agustus 1973,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kota Sibolga, Sumatera Utara,
Nomor Hp 081263400780, sebagai Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024

yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 25

Maret 2024 dengan register perkara Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Sbga telah

mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat

permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama NAMA ANAK, NIK 1273016709070001, tempat dan tanggal lahir
Sibolga, 27 September 2007, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Sibolga

Provinsi Sumatera Utara;
Dengan calon suaminya:

NAMA CALON SUAMI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 20
Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas (bengkel mobil), tempat
tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
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2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mend esak untuk dilaksanakan karena
keduanya telah lama kenal dan saling mencintai;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon tersebut telah saling
kenal dengan calon suami selama 3 bulan, bahkan kedekatan anak
Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat;

5. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat penolakan
nikah Nomor: XXX, tanggal 15 Maret 2024;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu
rumah tangga begitupun dengan calon suami sudah siap pula menjadi
seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai
buruh harian (bengkel mobil) dengan penghasilan 1.500.000 (satu juta
lima ratus rupiah);

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum
mencapai 19 tahun;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon
telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sibolga c.q. Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primair
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang
bernama (NAMA ANAK) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang
laki-laki yang bernama (NAMA CALON SUAMI);
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex

aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri ke persidangan;.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan
Dispensasi Kawin Pemohon, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan.

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon bermohon kepada Hakim agar
diberi izin untuk mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonan karena
Pemohon tidak memasukkan suami Pemohon sebagai pihak Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut
perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut
dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat
dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara.
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Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Muhammad
Azhar Hasibuan, S.H.l., M.A., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 tentang lzin Persidangan Dengan
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka
Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.l., M.A.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).
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